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ABSTRAK 

Kedudukan pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas berada pada posisi 

yang rentan akibat dominasi pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan 

strategis melalui RUPS. Dalam praktik, keputusan RUPS yang secara formal memenuhi 

ketentuan hukum sering kali secara substantif merugikan pemegang saham minoritas, 

baik dalam bentuk dilusi kepemilikan, keterbatasan akses informasi, maupun 

terpinggirkannya hak suara. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya analisis mendalam 

mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam RUPS 

di Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pengaturan perlindungan 

hukum bagi pemegang saham minoritas dalam pengambilan keputusan RUPS . Bahan 

hukum yang menggunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 

tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan, serta putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah 

dan jurnal hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan analisis 

normatif dengan berbagai pendekatan hukum untuk mengevaluasi kesesuaian antara 

regulasi dan praktik perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam 

keputusan RUPS secara sistematis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan 

mekanisme perlindungan hukum preventif dan represif bagi pemegang saham minoritas 

dalam RUPS, implementasinya belum berjalan secara optimal. Dominasi pemegang 

saham mayoritas, keterbatasan akses informasi, tingginya beban pembuktian 

menyebabkan perlindungan hukum cenderung bersifat formalistis dan belum menjamin 

keadilan substantif. Analisis terhadap putusan pengadilan dan kasus korporasi 

menunjukkan bahwa keputusan RUPS yang merugikan pemegang saham minoritas sering 

tetap dipertahankan selama memenuhi prosedur formal, sehingga menimbulkan 

kesenjangan antara norma hukum dan praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan 

pengawasan, transparansi, serta sinergi antara peran OJK dan peradilan untuk 

mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi pemegang saham 

minoritas. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum perlindungan 

pemegang saham minoritas telah tersedia, efektivitasnya masih memerlukan penguatan 

melalui peningkatan penegakan hukum, pengawasan yang lebih substansial oleh OJK, 

serta pengembangan praktik peradilan yang lebih responsif terhadap keadilan substantif. 

Dengan demikian, perlindungan hukum pemegang saham minoritas tidak hanya bersifat 

formal, tetapi juga mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam praktik tata 

kelola perseroan di Indonesia. 
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